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Abstrak

Penelitian ini berjudul “Optimalisasi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam mengoptimalkan penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 dari tahun 2011 hingga 2015 serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab  belum  taatnya penerbit dan pengusaha rekaman terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 sudah diterapkan oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, namun belum optimal karena belum semua penerbit dan pengusaha rekaman taat menyerahkan karya cetak dan karya rekam sesuai ketentuan dalam Undang-undang. Hal tersebut disebabkan ketidaktahuan tentang Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, rendahnya kesadaran untuk taat terhadap undang-undang, mahalnya biaya pengiriman, pergantian pimpinan pada penerbit pemerintahan, sanksi yang belum diterapkan, dan terbatasnya jumlah buku yang diterbitkan. Kendala dalam upaya mengoptimalkan undang-undang tersebut yaitu terbatasnya anggaran untuk hunting dan juga faktor eksistensi/ keberadaan penerbit dan pengusaha rekaman.
Kata Kunci: deposit; optimalisasi; perpustakaan daerah Jawa Tengah.
Abstract
This research entitles "Optimization of the Regional Library of Central Java in the Implementation of Act Number 4 of 1990 about Submitting Print and Record Works in Central Java Province in 2011-2015". The aims of this research are to know the efforts done by the Regional Library of Central Java in optimizing the application of Act Number 4 year 1990 from 2011 until 2015, and also to know the causal factors the disobeyance of the publishers and record entrepreneurs toward the Act Number 4 of 1990. This research used a qualitative research design with a case study. Informants in this study were obtained by purposive sampling method. The data in this study were obtained by the method of interview, non-participant observation, and study the documentation. The results of this research show that the Act Number 4 of 1990 has been implemented by the Central Java Regional Library, but not optimal yet because not all of the publishers and the recording entrepreneurs obey to submit works of printed and recorded in accordance with provisions in the legislation. It is due to ignorance about the act Number 4 of 1990, low awareness for compliance with the act, expensive shipping costs, the change of leadership in government publisher, the sanctions have not been applied, and the limited number of books published. Constraints in order to optimize the legislation are limited budget for hunting and also factors the existence/presence of publishers and recording entrepreneurs.
Keywords: deposit; optimization; the regional library of Central Java.


1. Pendahuluan
Perpustakaan dan informasi merupakan suatu bagian yang tak dapat dipisahkan. Ketika membicarakan tentang perpustakaan, informasi selalu turut serta dalam perbincangan. Hal ini karena perpustakaan merupakan suatu organisasi penyedia informasi. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Sulistyo-Basuki (1993: 4) berdasarkan definisi perpustakaan menurut International Federation of Library Associations and Institution (IFLA), “bahwa perpustakaan merupakan kumpulan materi tercetak dan media noncetak dan atau sumber informasi dalam komputer yang disusun secara sistematis untuk digunakan pemakai”. Sebagai sebuah sumber informasi, perpustakaan memiliki fungsi lain yang tidak hanya sekedar menyediakan informasi kemudian melayankan kepada pemustaka. Fungsi-fungsi tersebut diterangkan pada Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan sebagai berikut:
1.
Wahana pendidikan artinya perpustakaan memiliki fungsi sebagai lembaga pembelajaran sepanjang hayat di mana setiap orang mendapatkan kesempatan untuk dapat belajar secara informal diluar bangku sekolah dan mengembangkan bakat yang dimilikinya.

2.
Penelitian artinya perpustakaan dapat menyediakan koleksi serta layanan yang dapat menunjang aktivitas penelitian.

3.
Pelestarian, yaitu fungsi perpustakaan dalam menyimpan dan melestarikan seluruh karya baik tercetak maupun non tercetak.

4.
Informasi, dalam hal ini perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan pemustaka baik berupa karya tercetak maupun terekam.

5.
Rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Fungsi rekreatif perpustakaan dapat diartikan bahwa perpustakaan juga dapat menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan dengan bahan bacaan yang disediakan.

Salah satu fungsi perpustakaan yaitu pelestarian memang dapat dilakukan oleh setiap jenis perpustakaan dengan melakukan perawatan dan pelestarian terhadap bahan pustaka yang dimiliki, namun secara khusus fungsi pelestarian dapat diartikan juga sebagai fungsi deposit yang artinya perpustakaan berfungsi untuk menghimpun, menyimpan, mengolah, melayankan dan melestarikan bahan pustaka tercetak maupun terekam dari penerbit dan pengusaha rekaman yang ada di lingkup nasional maupun daerah. Fungsi deposit ini dijalankan oleh dua jenis perpustakaan yaitu Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada perpustakaan daerah/perpustakaan umum.
Perpustakaan umum sebagai salah satu jenis perpustakaan dapat diartikan sebagai sebuah lembaga pendidikan bagi masyarakat umum yang menyediakan berbagai informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya sebagai sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat (Sutarno, 2006: 43). Disebutkan pula dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 bahwa “perpustakaan umum dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.” 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perpustakaan daerah sebagai salah satu perpustakaan yang menjalankan fungsi deposit termasuk dalam jenis perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Hal tersebut dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 bahwa perpustakaan daerah adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang diberi tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah. 

Sebuah perpustakaan dapat dikategorikan sebagai perpustakaan umum/daerah ketika memenuhi kriteria perpustakaan umum sebagai berikut (Sulistyo-Basuki, 1993: 46):

1.
Terbuka untuk umum artinya perpustakaan boleh dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, ras, usia, pekerjaan, pendidikan dan kepercayaan.

2.
Dibiayai dana umum artinya dana yang digunakan untuk mengelola perpustakaan merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat umum melalui pajak dan dikelola oleh pemerintah.

3.
Jasa yang diberikan bersifat cuma-cuma artinya jasa yang diberikan perpustakaan, baik berupa jasa peminjaman, konsultasi serta jasa informasi diberikan secara gratis atau cuma-cuma.
Tugas perpustakaan dalam menjalankan fungsi deposit diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (selanjutnya disebut Undang-undang Deposit) dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Selain undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter sebagai peraturan yang mempertegas pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 khususnya untuk karya rekam. Dan untuk mengatur pelaksanaan Undang-undang Deposit di lingkup daerah Provinsi Jawa Tengah, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014. 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menjelaskan bahwa setiap penerbit dan pengusaha rekaman memiliki kewajiban untuk menyerahkan karya terbitannya kepada perpustakaan nasional dan juga perpustakaan daerah. Hal tersebut dipaparkan dalam pasal 2 dan 3 yang menyebutkan
“Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di ibu kota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.”

“Setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai.”

Ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tersebut juga memiliki sanksi apabila tidak dilaksanakan. Sanksi tersebut berupa denda senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan kurungan maksimal 6 bulan untuk pelanggaran karena tidak menyerahkan karya terbitan dan karya rekam kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Sementara untuk pelanggaran terhadap kewajiban menyerahkan daftar judul karya terbitan maupun rekaman setiap 6 bulan sekali, akan mendapatkan denda maksimal Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kurungan maksimal 3 bulan. Meskipun terdapat aturan yang jelas tentang sanksi serta ditambah upaya dari Perpustakaan Daerah Jawa Tengah yang membentuk tim hunting untuk menjemput karya terbitan bersama dengan pihak kejaksaan tinggi dan kepolisian pada tahun 2011, namun masih banyak penerbit dan pengusaha rekaman yang belum taat menyerahkan karya terbitannya ke Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. 

Ketidaktaatan penerbit maupun pengusaha rekaman untuk menyerahkan karya terbitannya ke Perpustakaan Daerah Jawa Tengah disebabkan beberapa hal, seperti rendahnya kesadaran penerbit akan pentingnya menyerahkan karya terbitan sebagai koleksi deposit, ketidaktahuan penerbit tentang adanya undang-undang serah-simpan karya cetak dan karya rekam, hingga faktor biaya pengiriman koleksi yang tinggi karena jauhnya lokasi penerbit dengan perpustakaan daerah. Selain itu faktor pendekatan terhadap penerbit dan pengusaha rekaman turut mempengaruhi tingkat ketaatan dalam menyerahkan karya terbitan ke perpustakaan daerah. Sebagai contoh, Radar Semarang pada awalnya enggan untuk taat menyerahkan karya terbitannya ke Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, namun semenjak pihak perpustakaan daerah melakukan pendekatan dengan selalu mendatangi pihak Radar Semarang, kini Radar Semarang selalu mengirimkan karya terbitannya secara rutin ke pihak Perpustakaan Daerah Jawa Tengah bahkan tanpa perlu lagi untuk diminta atau dikunjungi.

Dari permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan mengamati dan menganalisis penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Perpustakaan Jawa Tengah untuk mengoptimalkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 antara tahun 2011-2015 serta sebab dari ketidaktaatan penerbit dan pengusaha rekaman terhadap undang-undang tersebut. Tahun 2011 hingga 2015 ditentukan sebagai pembatasan tahun pada penelitan ini karena adanya klaim dari pihak Perpustakaan Daerah bahwa semenjak melakukan hunting bersama kepolisian dan kejaksaan tinggi tahun 2011, terdapat peningkatan dalam jumlah penerimaan koleksi. Dan tahun 2015 dipilih karena data penerimaan koleksi yang telah lengkap di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah baru sampai pada tahun 2015. Oleh karenanya, penulis mengambil penelitian dengan judul “Optimalisasi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015.” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 di Jawa Tengah, faktor yang mempengaruhi keengganan penerbit dan pengusaha rekaman dalam menyerahkan hasil karyanya, serta upaya yang dilakukan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam Mengoptimalkan penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sebab ketidaktaatan penerbit dan pengusaha rekaman dalam menyerahkan karya terbitannya kepada Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang menunjang penelitian maupun pembelajaran di bidang sejenis serta dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. 
2. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dijelaskan Bogdan dan Taylor dalam Basrowi (2008: 1), sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pemilihan desain kualitatif bertujuan agar permasalahan yang penulis temukan dalam penerapan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dapat dikaji secara mendalam.
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami penerapan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 dan permasalahannya di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah secara mendalam. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasar teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2011: 107).
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi berupa laporan penelitian, artikel, peraturan pemerintah terkait, undang-undang, serta laporan-laporan hasil penerimaan koleksi deposit. Data tersebut selanjutya direduksi sesuai kebutuhan penelitian, disusun dalam bentuk narasi dan ditarik kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan yang diperoleh tersebut, diverifikasi kembali dengan catatan yang diperoleh selama penelitian.
3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Data Informan
Informan sebagai narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu guna memperoleh hasil yang valid terkait optimalisasi penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Informan utama dalam penelitian ini yaitu, pegawai seksi deposit Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Pegawai seksi deposit yang dipilih untuk menjadi narasumber adalah pegawai yang telah bekerja di seksi deposit sejak sebelum 2011 hingga sekarang.

Informan pendukung dalam penelitian ini dipilih dari pihak penerbit, hal ini dimaksudkan untuk mendukung informasi yang telah diperoleh dari pihak Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Informasi yang diperoleh dari penerbit sebagai sasaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, juga berfungsi sebagai alat untuk menguji data yang telah diperoleh. Daftar informan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 
Tabel 1. Data Informan Utama
	No.
	Nama
	Keterangan

	1
	Sudikto, SH
	Kepala seksi deposit Perpustakaan Daerah  Jawa Tengah

	2
	Drs. Bambang Agus Pamuji
	Pegawai seksi deposit

	3
	Sumarni, S.Sos
	Pegawai seksi deposit


Tabel 2. Data Informan Pendukung
	No.
	Nama
	Keterangan
	Alamat

	1
	Kartinah
	Pemilik penerbit Bima Sejati
	Jl. Siliwangi No. 612 Semarang

	2
	Agusta
	Pimpinan penerbit Effhar
	Jl. Dorang No. 7 Semarang

	3
	Ida
	Wakil Manajer editor Aneka Ilmu
	Jl. Raya Semarang-Demak Km. 8,5 Demak

	4
	Sri Cahyaningrum
	Kasubag analisa dan pengelolaan informasi bagian humas dan protocol Setda Kab. Batang
	Jl. R.A Kartini 1 Kabupaten Batang

	5
	Kamto
	Pemilik penerbit Cenderawasih
	Jl. Pemuda No. 18 Sukoharjo


3.2 Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan dasar hukum dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam yang ada di Indonesia dan karya-karya tentang Indonesia. Guna mendukung penerapan undang-undang tersebut, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Sementara untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan karya rekam film cerita atau film dokumenter yang memerlukan penanganan khusus, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter. Di Indonesia, pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam dijalankan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Daerah dengan ketentuan bahwa setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan 2 eksemplar dari setiap judul kepada Perpustakaan Nasional dan 1 eksemplar dari tiap judul kepada Perpustakaan Daerah. Selain kewajiban untuk menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam, wajib serah (sebutan untuk penerbit dan pengusaha rekaman) juga diwajibkan untuk menyerahkan daftar judul setiap 6 bulan sekali. 
3.2.1 Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 di Jawa Tengah
Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 di Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah sesuai ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang. Namun, pelaksanaan undang-undang tersebut belum optimal karena belum semua penerbit dan pengusaha rekaman yang ada di Jawa Tengah taat dalam melaksanakan undang-undang tersebut.  
Perpustakaan Daerah Jawa Tengah sebagai perpustakaan yang melaksanakan fungsi deposit, melakukan penghimpunan karya cetak dan karya rekam berdasarkan suatu mekanisme yang telah ditetapkan, sebagai berikut:
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Berdasarkan alur tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mencapai tujuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah membentuk sebuah tim pemantau yang bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang penerbit dan pengusaha rekaman. Tidak hanya sebatas mengumpulkan informasi, tim pemantau ini juga bertugas untuk memantau penerbit dan pengusaha rekaman serta menghimpun karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah, untuk kemudian diolah dan disimpan di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.
3.2.2 Tujuan dan Manfaat Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dengan tujuan tertentu. Berdasarkan pemaparan informan yang merupakan pegawai Seksi Deposit Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, tujuan dan fungsi dilaksanakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 adalah untuk menghimpun, mengumpulkan, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan hasil budaya bangsa berupa karya cetak dan karya rekam yang ada di Indonesia dan tentang Indonesia. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada wajib serah (penerbit dan pengusaha rekaman) mengenai kewajiban mereka untuk menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam mereka. Tujuan dan fungsi yang disampaikan ketiga informan pegawai Seksi Deposit tersebut selaras dengan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 pasal 5, yaitu untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Adapun manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dan wajib serah dengan terlaksananya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 yaitu dapat menghimpun karya cetak dan karya rekam tentang Jawa Tengah, untuk kemudian diolah sehingga dapat membantu pemustaka memperoleh bahan penelusuran serta untuk menambah ilmu pengetahuan melalui artikel, bibliografi daerah, katalog induk Jateng, abstrak maupun sinopsis. Manfaat lain yang diperoleh yaitu karya cetak dan karya rekam yang diserahkan oleh wajib serah dapat dikenal, tercatat, termuat dan terlestarikan. Namun, guna mencapai tujuan dan manfaat tersebut, perlu suatu usaha yang tidak mudah, terutama dalam meningkatkan kesadaran penerbit dan pengusaha rekaman terhadap pentingnya undang-undang ini.
3.2.3 Cara Memperoleh Informasi Mengenai Wajib Serah
Usaha pada tingkat awal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kesadaran penerbit dan pengusaha rekaman sebagai objek dalam penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 adalah dengan melakukan pemantauan. Pemantauan dalam penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 di Jawa Tengah dapat berupa kerjasama dengan berbagai pihak. 
Cara yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam memantau setiap penerbit dan pengusaha rekaman di Jawa Tengah yaitu melalui daftar penerbit dan pengusaha rekaman yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah Jateng, kerja sama dengan IKAPI Jateng, dan kerja sama dengan perpustakaan kab/kota. Kegiatan pemantauan terhadap penerbit dan pengusaha rekaman ini selain untuk memantau terkait kesadaran dalam menyerahkan hasil terbitan, juga sekaligus untuk mengetahui eksistensi penerbit maupun pengusaha rekaman, apakah masih aktif, tutup atau sudah pindah alamat. Pemantauan yang dilakukan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah memang diharapkan mampu menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesadaran penerbit dan pengusaha rekaman, namun dalam penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 masih ada kendala yang menyebabkan belum optimalnya penerapan undang-undang tersebut.
3.3 Permasalahan dalam Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 adalah peraturan yang mewajibkan setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan koleksi terbitannya kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Daerah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat penerbit maupun pengusaha rekaman yang belum taat dalam menjalankan peraturan tersebut dengan berbagai alasan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bambang selaku pegawai Seksi Deposit Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, bahwa masih banyak penerbit dan pengusaha rekaman yang belum menyerahkan karya terbitannya ke Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, meskipun telah dilakukan berbagai macam upaya seperti membentuk tim hunting untuk sosialisasi secara langsung ke penerbit dan pengusaha rekaman. 
Pada wawancara lebih lanjut dengan beberapa informan, faktor penyebab ketidaktaatan penerbit dan pengusaha rekaman disebabkan karena ketidaktahuan tentang adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 serta manfaatnya dan juga faktor mahalnya biaya pengiriman menjadi hal yang menyebabkan penerbit dan pengusaha rekaman belum taat dalam menjalankan undang-undang tersebut. Faktor lain yang disampaikan informan yaitu adanya pergantian pejabat pada penerbit pemerintahan, terutama bila pemimpin baru tersebut tidak mengetahui adanya undang-undang tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam. Terbatasnya jumlah buku yang diterbitkan serta kesadaran dari penerbit dan pengusaha rekaman juga menjadi faktor yang menyebabkan belum taatnya wajib serah untuk menyerahkan hasil karyanya.


Penerbit Bima Sejati menjadi salah satu contoh, bahwa salah satu faktor ketidaktaatan penerbit dan wajib serah adalah karena ketidaktahuan tentang Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, tujuannya, serta manfaatnya baik bagi wajib serah sendiri maupun bagi masyarakat umum. Kartinah selaku pemilik penerbitan tersebut mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui sama sekali tentang undang-undang yang mewajibkan penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan hasil terbitannya (hasil wawancara tanggal 21 Juni 2016).
Selain penerbit Bima Sejati, Agusta selaku pimpinan penerbit Effhar juga menyampaikan hal yang serupa bahwa beliau tidak merasakan ada manfaat yang diterima ketika menyerahkan karya cetak terbitannya. Agusta berpendapat bahwa seharusnya melalui penyerahan karya cetak tersebut seharusnya ada timbal balik yang dapat diterima, misalnya diikutkan dalam proyek pengadaan buku.
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditempuh suatu cara untuk memantau penerbit dan pengusaha rekaman agar tetap taat dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyerahkan hasil karyanya. Sementara bagi penerbit maupun pengusaha rekaman yang belum mengetahui undang-undang tersebut, perlu suatu usaha seperti sosialisasi untuk memperkenalkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 beseta manfaatnya.
3.3.1 Cara Memantau Ketaatan Wajib Serah
Kegiatan pemantauan terhadap penerbit dan pengusaha rekaman merupakan suatu cara untuk mengetahui penerbit atau pengusaha rekaman mana yang sudah menyerahkan dan yang belum menyerahkan karyanya, serta sebagai upaya agar wajib serah dapat secara konsisten taat dalam menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Pemantauan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui kegiatan hunting atau mendatangi wajib serah dan juga melalui buku inventaris penerimaan koleksi deposit yang dimiliki Perpustakaan Daaerah Jawa Tengah. Melalui kedua cara tersebut, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dapat mengetahui penerbit atau pengusaha rekaman mana yang sudah menyerahkan karyanya maupun yang belum.

Cara lain dalam memantau penerbit dan pengusaha rekaman dilakukan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah melalui kegiatan hunting dan sosialisasi. Selain itu, pemantauan terhadap penerbit dan pengusaha rekaman juga dilakukan melalui surat peringatan. Surat peringatan tersebut ditujukan kepada penerbit dan pengusaha rekaman yang sudah mengetahui kewajiban untuk menyerahkan hasil karyanya, namun belum melaksanakannya secara taat. Melalui berbagai kegiatan pemantauan ini, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dapat menghimpun koleksi deposit dari penerbit dan pengusaha rekaman. Selain itu, tingkat kesadaran sebagai salah satu alasan penerbit dan pengusaha rekaman yang sudah taat dalam menjalankan kewajiban untuk menyerahkan karya terbitannya pun dapat terus ditingkatkan.

3.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Serah
Tingkat kesadaran untuk mematuhi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 merupakan salah satu alasan penerbit dan pengusaha rekaman taat dalam menyerahkan karya terbitannya ke Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Timbulnya kesadaran tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pihak perpustakaan baik melalui pemantauan maupun cara-cara lain dalam memperkenalkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Melalui cara-cara yang dilakukan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, penerbit dan pengusaha rekaman menjadi tahu manfaat dari penerapan serah-simpan karya cetak dan karya rekam sesuai peraturan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990.
Pegawai Seksi Deposit Perpustakaan Daerah Jawa Tengah yang menjadi informan dalam penelitian ini juga memaparkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi tingkat ketaatan wajib serah adalah sudah timbul kesadaran. Kesadaran tentang pentingnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tersebut muncul karena adanya berbagai keinginan para wajib serah, antara lain keinginan untuk menyimpan dan melestarikan hasil karya terbitannya, takut terhadap sanksi yang ada, hingga keinginan agar hasil karya terbitannya dapat dikenal oleh masyarakat melalui Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Faktor kesadaran terhadap pentingnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 ditunjukkan oleh penerbit Cenderawasih. Pada wawancara tanggal 18 Agustus 2016, Kamto sebagai pemilik penerbitan Cenderawasih mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya selalu menyerahkan 1 copy karya cetak ke Perpustakaan Daerah Jawa Tengah apabila memiliki terbitan baru. Alasan ketaatan tersebut disampaikan pula oleh informan, yaitu sebagai bentuk partisipasi penerbit kepada pihak Perpustakaan Daerah. Timbulnya kesadaran dari para wajib serah seperti penerbit Cenderawasih tersebut dapat menjadi peluang bagi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah untuk terus meningkatkan upayanya mewujudkan terhimpunnya koleksi nasional.
3.4 Upaya dalam Mengoptimalkan Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990
Upaya untuk menghimpun koleksi nasional sebagai hasil budaya bangsa yang merupakan tujuan dari adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 bisa saja terhambat dengan timbulnya permasalahan berupa ketidaktaatan wajib serah untuk menyerahkan hasil karyanya. Oleh karena itu, perlu suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau setidaknya mengurangi permasalahan yang ada tersebut.
 Pada wawancara yang dilakukan dengan pegawai Seksi Deposit Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, diperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam. Upaya tersebut antara lain, hunting koleksi sambil melakukan sosialisasi kepada wajib serah serta memberikan buku undang-undang dan brosur tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. 
Berdasarkan Laporan Pemantauan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 yang disusun oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa antara tahun 2013 hingga 2015 telah dilakukan hunting dan sosialisasi ke penerbit pemerintah dan penerbit swasta di 36 kab/kota Jawa Tengah. Salah satu penerbit pemerintah yang dikunjungi oleh tim hunting Perpustakaan Daerah Jawa Tengah adalah bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Batang. Bagian humas Kabupaten Batang ini secara rutin menerbitkan majalah Batang Berkembang setiap 6 bulan sekali, dan dalam sekali terbit menghasilkan 650 eksemplar yang disebarkan ke semua SKPD Kab. Batang, sekolah, dan desa. Terbitan lain yaitu berupa leaflet dan brosur dengan topik yang berganti ganti sesuai kebutuhan. Sri Cahyaningrum sebagai informan mengungkapkan bahwa upaya sosialisasi sambil memberikan brosur berisi mekanisme penyerahan koleksi dan buku Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 beserta undang-undang terkait yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah tahun 2015 sudah cukup baik dan sebaiknya terus dilakukan agar mampu meningkatkan kesadaran wajib serah untuk menyerahkan karya terbitannya. Meskipun demikian, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Derah Jawa Tengah tersebut masih belum dirasakan oleh 3 penerbit yang penulis jadikan informan. Penerbit tersebut antara lain Bima Sejati, Effhar, dan Aneka Ilmu. Ketiga penerbit tersebut memaparkan bahwa sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 belum pernah diberikan oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dan selama ini yang mereka peroleh hanyalah surat himbauan untuk menyerahkan karya terbitan saja. Hal tersebut pula yang menjadi alasan penerbit-penerbit tersebut belum menyerahkan karya terbitan ke Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Namun, sosialisasi yang masih belum merata tersebut ternyata bukanlah satu-satunya upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Selain melakukan hunting dan sosialisasi, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah juga melakukan berbagai upaya seperti merawat koleksi deposit yang ada dengan baik seperti menjilid majalah, dll. Selain itu terdapat pula upaya meningkatkan kerjasama dengan IKAPI dan juga mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, IKAPI, serta penerbit dan pengusaha rekaman. Rapat Koordinasi tersebut dilaksankan setiap 3 tahun sekali, namun semenjak tahun 2012, rakor tidak lagi dilaksanakan (Sudikto, Bambang Agus Pamuji dan Sumarni, 15 Juni 2016).

Upaya-upaya yang telah disebutkan di atas merupakan beberapa upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam mengoptimalkan penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Disamping upaya yang telah disebutkan di atas, tahun 2011 upaya tersebut diiringi dengan kegiatan hunting bersama pihak kepolisian dan juga kejaksaan tinggi. Hunting bersama pihak kepolisian dan kejaksaan tinggi tersebut di maksudkan oleh pihak Perpustakaan Daerah Jawa Tengah untuk meningkatkan kesadaran penerbit dan pengusaha rekaman dalam menyerahkan karya terbitannya. Dua informan pegawai Seksi Deposit mengungkapkan bahwa setelah dilaksanakannya kerjasama tersebut, terdapat peningkatan dalam hal penerimaan koleksi deposit dari penerbit dan pengusaha rekaman. Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh Sudikto yang mengatakan bahwa kondisinya sama saja antara sebelum dan sesudah dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan tinggi. Hal tersebut dikarenakan intensitas hunting saat ini tidak sesering sebelum tahun 2011 dan ditambah lagi saat ini tidak ada rakor, sehingga jumlah koleksi yang diterima saat ini bisa dikatakan seimbang bila dibanding jumlah yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya.
Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, Agusta selaku pemilik penerbit Effhar mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dirasa belum efektif. Hal tersebut dikarenakan penerbit merasa masih tidak mengerti mengenai pengelolaan koleksi yang telah diserahkan kepada Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Ketidaktahuan penerbit tersebut karena surat himbauan yang diterima selama ini hanya berisi himbauan untuk mengirimkan karya cetak terbitan mereka saja, tanpa ada penjelasan mengenai mekanisme penyerahan dan pengelolaan koleksi maupun manfaat serta sanksi dari adanya undang-undang tersebut. Pernyataan penerbit tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi yang sesungguhnya, upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Jawa Tengah masih terkendala berbagai faktor yang menjadikan upaya tersebut belum mampu untuk mengoptimalkan Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990.
3.4.1 Faktor Penghambat dalam Upaya Mengoptimalkan Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990
Kegiatan hunting dan sosialisasi sebagai upaya yang dilakukan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah untuk meningkatkan kesadaran wajib serah tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Sudikto selaku kepala Seksi Deposit Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, memaparkan faktor yang menjadi penghambat dalam upaya untuk mengoptimalkan penerapan undang-undang serah-simpan karya cetak dan karya rekam, yaitu keterbatasan anggaran untuk melakukan hunting ke semua penerbit dan pengusaha rekaman yang ada di Jawa Tengah. Selain itu, pergantian pemimpin atau pejabat pada penerbit pemerintahan dan faktor keberadaan penerbit swasta juga menjadikan Perpustakaan Jawa Tengah kesulitan dalam mengoptimalkan upaya-upaya penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 seperti hunting dan sosialisasi (Sudikto, 15 Juni 2016). Faktor lain yang menghambat upaya optimalisasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 adalah faktor kesadaran wajib serah tentang manfaat adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Pemahaman penerbit dan pengusaha rekaman terhadap manfaat dari adanya undang-undang tersebut dirasa masih kurang, sehingga para wajib serah menganggap bahwa tidak ada manfaat yang akan mereka terima ketika menyerahkan karya terbitannya kepada pihak Perpustakaan Daerah Jawa Tengah maupun ke Perpustakaan Nasional Indonesia.
3.4.2 Analisis Hasil Penerimaan Koleksi Deposit
Berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 telah dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, salah satunya dengan melakukan kerjasama hunting dan sosialisasi bersama kepolisian dan kejaksaan tinggi. Melalui upaya yang dilakukan tahun 2011 tersebut, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah mengungkapkan ada peningkatan dalam penerimaan karya cetak dan karya rekam. Untuk mengetahui hasil penerimaan karya cetak dan karya rekam sebelum dan sesudah ada upaya tersebut, maka berikut ini penulis sajikan tabel rekapitulasi penerimaan karya cetak dan karya rekam tahun 2009-2015:
Tabel 3. Rekapitulasi penerimaan karya cetak dan karya rekam
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Pada tabel 2, koleksi yang diterima oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain monografi/buku, koran, majalah, brosur, dan rekaman. 
1.
Monografi/buku

Koleksi monograf atau buku yang diterima oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah tahun 2009 berjumlah 3433 judul, 3433 eksemplar dari 226 penerbit. Artinya, penerbit yang menyerahkan koleksi ke Perpustakaan Jawa Tengah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, yaitu menyerahkan 1 ekseplar setiap judulnya kepada perpustakaan daerah. Pada Tahun 2010, jumlah penerbit yang menyerahkan koleksi mengalami penurunan cukup drastis, yaitu 78 penerbit dengan 647 judul, 647 eksemplar. 

Pada tahun 2011, jumlah penerbit kembali mengalami kenaikan menjadi 85 penerbit, 798 judul dan 1098 eksemplar. Jumlah eksemplar pada tahun 2011 tersebut tidak sebanding dengan jumlah judul yang diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penerbit yang menyerahkan lebih dari 1 eksemplar untuk tiap judulnya. Bila ada jumlah eksemplar yang lebih, maka kelebihan eksemplar yang diterima perpustakaan daerah tersebut nantinya akan dikirimkan ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pada tahun 2012, jumlah penerbit yang menyerahkan koleksi terbitannya kembali mengalami peningkatan menjadi 138 penerbit dengan 875 judul, 875 eksemplar. Tahun 2013 penerimaan koleksi menurun menjadi 197 judul, 1253 eksemplar dari 95 penerbit saja. Kenaikan jumlah penerbit yang menyerahkan buku terbitannya terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah penerbit sebanyak 189, 736 judul dan 736 eksemplar. Sementara pada tahun 2015, jumlah judul dan eksemplar yang diterima oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah meningkat menjadi 875 judul, 875 eksemplar meskipun hanya dari 138 penerbit saja. 

2.
Koran

Penerbit surat kabar atau koran tidak sebanyak penerbit monograf, namun jumlah penerbit koran yang menyerahkan terbitannya terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Meskipun belum semua penerbit koran yang ada di jawa Tengah menyadari kewajibannya untuk menyerahkan koleksi ke perpustakaan daerah, namun ada peningkatan dari 5 penerbit pada tahun 2009 dan tahun 2015 menjadi 7 penerbit. Peningkatan ini merupakan hal positif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990.

3.
Majalah

Koleksi majalah yang diterima Perpustakaan Daerah Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan koleksi monograf maupun koran yang mengalami fluktuasi. Jumlah penerbit majalah yang menyerahkan terbitannya pada tahun 2009 berjumlah 161 penerbit. Kemudian pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan menjadi 131 penerbit dan 125 penerbit. Pada tahun berikutnya, ada peningkatan jumlah penerbit menjadi 144 dan tahun 2013 pun meningkat menjadi 166 penerbit. Sementara pada tahun 2014 dan 2015, jumlah penerbit yang menyerahkan terbitan majalahnya ke Perpustakaan Daerah Jawa Tengah stabil pada angka 144. Dan jumlah eksemplar majalah yang diserahkan penerbit dari tahun 2009 hingga 2015 rata-rata lebih dari 1 eksemplar untuk tiap judulnya, sehingga jumlah eksemplarnya mencapai 2032 eksemplar dari 1308 judul.
4.
Brosur

Koleksi brosur yang diterima Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dari penerbit dari tahun 2009 hingga 2015 berjumlah 649 judul dan 970 eksemplar dari 370 penerbit. Naik-turunnya kesadaran penerbit dalam menyerahkan terbitannya juga nampak pada koleksi brosur. Pada tahun 2009, terdapat 121 penerbit dengan 180 judul, 307 eksemplar. Kemudian, tahun 2010 terjadi penurunan jumlah penerbit menjadi 106 penerbit, namun jumlah judul meningkat menjadi 268 judul, 268 eksemplar. Penurunan jumlah penerbit kembali terjadi tahun 2011 menjadi 20 penerbit dengan 28 judul, 38 eksemplar. Pada tahun 2012 hingga 2015 jumlah penerbit yang menyerahkan koleksi brosur terus mengalami fluktuasi/naik-turun. 

5.
Rekaman

Koleksi rekaman ini dibagi dalam dua jenis, yaitu kaset dan CD. Naik-turunnya penerimaan karya rekam yang terjadi tidak jauh berbeda dengan penerimaan karya cetak, tergantung dari faktor kesadaran wajib serah dan juga faktor eksistensi dari wajib serah.
Berdasarkan wawancara dengan pegawai seksi deposit, yaitu bahwa semenjak adanya kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan tinggi tahun 2011 membawa dampak peningkatan koleksi yang diterima oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Walaupun demikian, bila melihat tabel rekapitulasi di atas, peningkatan jumlah penerbit yang konstan hanya pada penerbit koran. Sementara untuk penerbit monografi, majalah, brosur dan karya rekam masih terjadi fluktuasi. Kemudian, jumlah penerimaan koleksi dari penerbit dan pengusaha rekaman pun sebenarnya tidak secara konstan mengalami kenaikan, melainkan naik-turun. Naik turunnya penerbit dalam menyerahkan koleksi baik karya cetak maupun karya rekam, masih bergantung pada kesadaran masing-masing wajib serah. Sehingga apabila tidak menyerahkan, masih perlu dilakukan hunting, dan bila tidak dilakukan hunting, maka wajib serah yang bersangkutan tidak menyerahkan terbitannya. 
3.5 Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990
Denda dan hukuman pidana terhadap penerbit dan pengusaha rekaman yang tidak menyerahkan karya cetak dan karya rekam tertera jelas pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 pasal 11, namun sanksi tersebut belum diterapkan. Hingga saat ini masih sering ditemukan kasus penerbit maupun pengusaha rekaman yang tidak menyerahkan karya terbitannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Seksi Deposit Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa sanksi bagi wajib serah yang melanggar Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 belum pernah diterapkan. Hal ini dikarenakan masih banyak penerbit maupun pengusaha rekaman yang belum tahu atau belum paham tentang undang-undang tersebut, sehingga masih mengandalkan kesadaran dari penerbit (Sudikto, Bambang Agus Pamuji, Sumarni, 15 Juni 2016). Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari pimpinan penerbit Effhar, bahwa belum pernah ada sosialisasi dari Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, baik tentang tujuan, manfaat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 maupun sanksi bagi yang melanggar undang-undang tersebut (Agusta, 18 Juli 2016). 

Belum diterapkannya sanksi bagi setiap wajib serah yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, mungkin saja menjadi penyebab terhambatnya optimalisasi penerapan undang-undang serah-simpan karya cetak dan karya rekam ini. Namun, untuk mengetahui lebih jelas apakah sanksi yang belum ditegakkan ini menjadi salah satu faktor penyebab keengganan wajib serah menyerahkan hasil karyanya, maka penulis mewawancarai beberapa informan pegawai Seksi Deposit Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. 

Berdasarkan jawaban informan pegawai Seksi Deposit Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa sanksi yang belum diterapkan, bisa saja menjadi salah satu penyebab wajib serah belum taat melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam hasil terbitannya. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti IKAPI dan ASIRI serta kurangnya penghargaan kepada wajib serah yang sudah taat, juga bisa menjadi salah satu faktor belum optimalnya pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Belum diterapkannya sanksi bagi penerbit dan pengusaha rekaman yang melanggar ketetapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 disikapi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dengan membuat upaya lain sebagai pengganti sanksi yang belum diterapkan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Perpustakaan Daerah Jawa Tengah yaitu memberi teguran melalui surat peringatan. Surat peringatan tersebut pernah diterima oleh penerbit Bima Sejati yang penulis jadikan sebagai informan. 
Berdasarkan jawaban informan, dapat diketahui bahwa informan pernah menerima surat edaran dari Perpustakaan Jawa Tengah yang berupa surat pemberitahuan untuk menyerahkan setiap karya yang diterbitkan. Dalam surat edaran tersebut menurut informan tidak ada penjelasan mengenai sanksi yang akan diterima apabila tidak menyerahkan karya terbitan kepada Perpustakaan Jawa Tengah. Informan juga menyampaikan bahwa sebenarnya tidak keberatan untuk menyerahkan karya terbitannya. Selain itu, informan juga mengungkapkan bahwa alasan tidak menyerahkan koleksi yaitu karena tidak ada sosialisasi dari Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, hanya ada surat edaran saja dan itu pun sudah lama tanpa ada tindak lanjut lagi dari pihak perpustakaan. Informan menyampaikan pula bahwa bila terdapat sosialisasi, ia bersedia bila harus mengeluarkan biaya untuk pengiriman koleksi. 

Berdasarkan berbagai pendapat dari informan tersebut, dapat diketahui pula bahwa sosialisasi mengenai manfaat dari adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 serta sanksi bagi yang melanggar merupakan hal yang penting dalam upaya mengoptimalkan penerapan undang-undang tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam ini.
3.6 Upaya yang Harus dilakukan untuk Mengoptimalkan Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990
Belum optimalnya penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 dapat mengganggu tujuan menghimpun koleksi nasional sebagai hasil budaya bangsa. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Selain evaluasi, saran dari berbagai pihak juga dapat menjadi pandangan positif untuk mencapai hasil yang optimal dalam penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Saran yang memungkinkan untuk mengoptimalkan penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 adalah dengan mengadakan rakor atau sarasehan, meningkatkan intensitas hunting serta menumbuhkan kepercayaan para penerbit dan pengusaha rekaman dengan menunjukkan pengelolaan koleksi deposit yang maksimal. Saran serupa disampaikan pula oleh Bambang dan Imam, bahwa cara terbaik untuk mengoptimalkan penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 adalah dengan meningkatkan intensitas hunting serta sosialisasi kepada penerbit dan pengusaha rekaman. Sementara itu Sumarni menyatakan bahwa upaya untuk mengoptimalkan penerapan Undang-undang Nomor  4 Tahun 1990 dapat dilakukan dengan memberikan reward atau hadiah kepada penerbit maupun pengusaha rekaman yang taat menyerahkan karya terbitannya kepada Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Menurutnya, hadiah tersebut dapat berupa piagam atau dengan membeli buku maupun karya rekam sebanyak-banyaknya dengan harapan agar para wajib serah termotivasi untuk taat melaksanakan kewajibannya menyerahkan karya cetak dan karya rekam kepada Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.
Pimpinan penerbit Effhar turut menyampaikan pendapatnya, yaitu perlu adanya pemberdayaan penerbit maupun pengusaha rekaman dengan memberikan manfaat yang nyata seperti membeli buku yang diterbitkan atau diikutkan dalam proyek pengadaan buku. Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa perlu sosialisasi kepada penerbit dan pengusaha rekaman mengenai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, manfaatnya, serta sanksi yang akan diterima bila melanggar peraturan tersebut. Saran untuk mengoptimalkan penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 juga disampaikan oleh pemilik Penerbit Cenderawasih, bahwa Perpustakaan Daerah Jawa Tengah harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi, memberi informasi ke penerbit. Selain itu, dari IKAPI seharusnya juga memberi informasi sekaligus menghimbau anggotanya terkait undang-undang tersebut. 

Beberapa saran yang telah dipaparkan oleh pegawai Seksi Deposit Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dan penerbit merupakan sebuah peluang untuk mengoptimalkan penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan timbulnya kesadaran akan pentingnya undang-undang serah-simpan karya cetak dan karya rekam, tujuan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 akan tercapai.

4. Simpulan

Berdasar hasil analisis penelitian tentang Optimalisasi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1.
Penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 di Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, namun belum optimal karena belum semua penerbit dan pengusaha rekaman yang ada di Jawa Tengah taat dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Tujuan diterapkannya Undang-undang Nomor 4 ini yaitu untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan hasil budaya bangsa berupa karya cetak dan karya rekam yang ada di Indonesia dan tentang Indonesia. 
2.
Permasalahan dalam penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 di Jawa Tengah yaitu belum semua penerbit dan pengusaha rekaman yang ada di Jawa Tengah taat dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam ke Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Permasalahan lain yaitu sosialisasi yang belum merata ke semua penerbit dan pengusaha rekaman di Jawa Tengah. Masalah-masalah tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain belum diterapkannya sanksi bagi yang melanggar kententua-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, rendahnya kesadaran penerbit, ketidaktahuan penerbit tentang Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, faktor mahalnya biaya pengiriman, pergantian pimpinan pada penerbit pemerintahan hingga terbatasnya jumlah buku yang diterbitkan. 
3.
Upaya yang dilakukan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah untuk mengoptimalkan penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, antara lain melakukan hunting koleksi dengan berkunjung langsung ke setiap penerbit dan pengusaha rekaman sambil melakukan sosialisasi dan memberikan buku undang-undang beserta brosur tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, merawat koleksi deposit yang ada dengan baik, serta meningkatkan kerjasama dengan IKAPI. Pada Tahun 2011, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah melakukan hunting dan sosialisasi bersama kepolisian dan kejaksaan tinggi. Namun, upaya-upaya tersebut dianggap belum efektif meningkatkan kesadaran wajib serah untuk taat melaksanakan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Kendala dalam upaya mengoptimalkan penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan hunting, belum diterapkannya sanksi bagi yang melanggar kententuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, pergantian pimpinan pada penerbit pemerintahan, dan faktor eksistensi/keberadaan penerbit dan pengusaha rekaman.
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Gambar 1. Alur Pelaksanaan Serah-simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, 2016).
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